BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada hakikatnya politik identitas merupakan politik humanis yang
memperjuangkan hak-hak manusia untuk diakui demi adanya kesetaraan, kebebasan
dan keadilan di dalam masyarakat. Namun demikian, seiring perkembangan jaman
dengan perubahan sistem pemerintahan yang lebih modern serta adanya kemajuan
teknologi, praktik politik identitas bukan lagi mempraktikkan politik yang humanis
memperjuangkan hak-hak asasi manusia, melainkan berubah menjadi suatu gerakan
politik untuk memperjuangkan kekuasaan di dalam pemerintahan. Praktik politik
identitas merupakan fenomena global kontemporer termasuk di Indonesia. Dalam hal
ini, di Indonesia praktik politik yang berbasis pada identitas agama berpotensi
melahirkan konflik, fanatisme, diskriminasi, rasisme yang dapat menimbulkan

perpecahan bangsa.

Di dalam sejarah bangsa Indonesia praktik politik identitas berbasis agama
sudah dan sedang menghantui demokrasi Pancasila. Dalam konteks politik Indonesia,
praktik politik identitas agama telah menjadi ancaman serius bagi sistem demokrasi
Pancasila. Narasi politik identitas berbasis agama dijadikan alat politik oleh elit-elit
penguasa untuk mengartikulasikan kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu, pada
tingkat masyarakat, praktik politik identitas agama berdampak pada polarisasi
masyarakat. Masyarakat akan menjadi terfragmentasi oleh karena kepentingan-
kepentingan agama didahulukan di atas kepentingan politiknya. Masyarakat yang
terpolarisasi tersebut akan menyebabkan perpecahan yang juga dapat mengakibatkan

demokrasi Pancasila mengalami kemunduran.

Bahaya dari praktik politik identitas agama di Indonesia ialah dapat
menghilangkan pluralitas bangsa Indonesia. Politik identitas agama tidak memberi
ruang kepada pluralitas yang menandai jati diri bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan
agama sendiri yang mengendalikan ruang politik. Agama seharusnya menjadi pengajar



yang baik dalam pembentukan moral, namun seringkali agama dijadikan alat politik
untuk meraih kekuasaan tertentu di dalam negara Indonesia. Gerakan politik identitas
agama akan berujung pada hancurnya sistem demokrasi pada umumnya dan ideologi
Pancasila pada khususnya. Oleh karena itu, Politik identitas yang berbasis agama
memiliki kecenderungan menghilangkan prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila di

Indonesia.

Keberadaan agama di Indonesia turut membantu penguatan citra identitas di
dalam perpolitikan. Penguatan citra identitas agama di dalam politik pada akhirnya
menjadi agresif untuk mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintahan. Dalam upaya
untuk menghilangkan politik identitas yang berbasis agama di Indonesia ada beberapa
hal yang perlu digalakkan. Pertama, pemaknaan kebhinnekaan bangsa Indonesia yang
bernuansa apresiatif, toleran, egaliter, dan akomodatif. Merefleksikan kembali gagasan
tentang Pancasila merupakan sebuah langkah untuk menata ulang sistem pemerintahan
demokrasi Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa
Indonesia yang mampu mengatasi masalah-masalah yang mengancam keutuhan negara

Indonesia termasuk praktik politik identitas agama.

Kedua, pendidikan politik yang memadai. Pendidikan politik sangat urgen
diperlukan bagi masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap proses politik serta dampaknya, serta untuk menekan adanya
praktik politik identitas dengan isu agama. Pendidikan politik bagi masyarakat tidak
semestinya dilakukan dalam bentuk pengajaran, namun bisa juga melalui sosialisasi
tentang bagaimana berpolitik yang baik di dalam negara Indonesia yang plural. Ketiga,
peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat menjadi sangat
penting dalam sukses atau gagalnya penerapan demokrasi di suatu negara. Pemerintah
dan masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dalam mengawal perjalanan
demokrasi. Apabila perjalanan demokrasi suatu negara sukses, hal tersebut merupakan
kesuksesan kolektif antara pemerintah dan masyarakat. Jika perjalanan demokrasi
suatu negara terbengkalai, itu merupakan kegagalan kolektif antara pemerintah dan

masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai pedomaan hidup sekaligus



menjiwai seluruh praktik kekuasaan (politik) dalam rangka perwujudan kesejahteraan
rakyat Indonesia.

Pengakuan terhadap Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia berarti
cara pikir, bertindak, dan bersikap semestinya mencerminkan nilai Pancasila di dalam
seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menuntut perbuatan baik dari
elite-elit politik penyelenggra negara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya
dituntut untuk mengamalkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila nilai-nilai
etis yang tertuang di dalam sila Pancasila itu diamalkan dengan sungguh-sungguh,

maka negara Indonesia terhindar dari praktik politik identitas yang berbasis agama.
4.2 USUL DAN SARAN
4.2.1 Para Pemimpin Politik

Tindakan kekerasan dengan alasan atau motif apapun, termasuk tindakan
kekerasan atas nama agama merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori
tindakan pelanggaran HAM. Hal ini termaktub di dalam Pasal 5 Deklarasi Universal
HAM, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999; Pasal 8 dan 9 UU No. 26 Tahun 2000. Negara
memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan HAM, dalam konteksnya
sebagai negara berkeadilan. Ada tiga kewajiban utama negara berkenaan dengan
perlindungan hak asasi manusia dan tindakan kekerasan. Kewajiban ini termaktub di
dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan bahwa,
perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung

jawab negara, terutama pemerintah.

Pertama, kewajiban untuk menghormati. Kewajiban ini menuntut negara, agar
menjamin intergritas individu ataupun kelompok demi tercapainya kebebasan,
sehingga terhindar dari tindak kekerasan. Kedua, kewajiban untuk melindungi.
Kewajiban ini digunakan untuk melindungi warga negara dari pelanggaran terhadap
hak-hak individu, termasuk mencegah pelanggaran terhadap kebebasan manusia

tersebut. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban ini menuntut negara untuk



menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya dengan memberi kepuasan di

dalam instrumen hak asasi manusia di dalam negara.

Dengan merujuk pada tiga kewajiban esensial negara di atas, maka segala
bentuk tindakan yang mengancam keutuhan negara demokrasi di Indonesia termasuk
praktik politik identitas agama, seharusnya merupakan tanggung jawab negara untuk
mengatasi dan mencegah persoalan tersebut. Namun yang terjadi di Indonesia, praktik
politik identitas agama terus mengalami perkembangan, terlebih khusus pada ajang
perhelatan pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima (5) tahun sekali. Elit-elit
politik menggunakan jabatan dan kebebasannya dengan memasukkan ideologi agama
tertentu dalam agenda politiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa absennya negara di
dalam kewajibannya untuk melindungi diri dari ancaman disintegrasi bangsa.
Pemimpin politik melalui negara seharusnya hadir sebagai benteng untuk melindungi
Pancasila dari segala bentuk ancaman. Menjamin keutuhan Pancasila sebagai dasar
negara, berarti menjamin keberadaan demokrasi di Indonesia. Pemimpin negara
diharapkan memiliki sikap yang tegas dan berani untuk menentang praktik politik

identitas agama demi terciptanya demokrasi yang damai.
4.2.2 Pemimpin Agama

Para pemimpin agama memiliki peran yang sangat penting dalam merajut
kerukunan hidup beragama, baik itu berhadapan dengan agama-agama lain maupun
peran agama itu sendiri di dalam negara. Pemimpin agama memberikan teladan hidup
yang baik di dalam tutur kata dan tindakannya di tengah masyarakat. Pemimpin agama
memiliki hak otoritas untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.
Sebagai seorang figur publik, seluruh ajaran yang diajarkan oleh pemimpin agama
memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan
nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama menjadi sumber moral bagi kehidupan

masyarakat.

Dalam konteks masyarakat plural di Indonesia, pemimpin agama diharapkan

menanamkan nilai-nilai yang baik secara universal kepada masyarakat. Hal ini



bertujuan agar negara Indonesia semakin kuat di tengah pluralitas yang ada. Namun,
kerapkali di Indonesia antara urusan agama dan negara seringkali mengalami benturan.
Nilai-nilai serta ajaran moral yang berasal dari agama seringkali digunakan sebagai
ideologi tertentu di dalam politik. Masuknya agama di dalam politik praktis akan

berdampak buruk bagi pluralitas bangsa.

Suara yang keluar dari mulut seorang pemimpin agama merupakan suara
kenabian. Karya pewartaan mereka bersifat profetis. Dengan pewartaan kenabian,
pemimpin agama semestinya menunjukkan dan mengajarkan prinsip hidup yang
toleran, demokratis dan berkeadilan. Seorang pemimpin agama memahami batas-batas
tanggung jawabnya, ia mampu membedakan yang mana urusan agama dan mana
urusan negara. Oleh karena itu, pemimpin agama mesti bersikap arif dan bijaksana
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengedukasi umat beragama
agar tercipta kerukunan dan kedamaian di antara umat beragama. Demi kerukunan
hidup beragama, para pemimpin agama harus mengambil suatu inisiatif untuk
melakukan dialog antar agama. Dialog itu perlu agar masing-masing agama
merefleksikan ajaran mereka dan menyadari bahwa ajaran asli mereka tidak memuat

permusuhan terhadap orang-orang yang beragama lain.
4.2.3 Lembaga-Lembaga Pendidikan

Secara sederhana lembaga pendidikan diartikan sebagai tempat berlangsungnya
sebuah proses pendidikan dari seorang individu manusia dengan tujuan untuk
mengubah tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik melalui proses interaksi sosial
dengan sesamanya maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut UU No. 20
Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran. Dalam hal ini, lingkungan pendidikan
berfungsi menunjang proses belajar dan mengajar, agar terciptanya rasa nyaman, tertib,
serta berkelanjutan. Lembaga pendidikan juga merupakan badan yang berusaha
mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan,

penelitian keterampilan dan keahlian. Oleh karena itu, pendidikan seringkali diartikan



sebagai institusi sosial masyarakat. Lembaga pendidikan menawarkan suatu
pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi yang bersifat
umum atau khusus. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang

kehidupan bermasyarakat secara lebih luas.

Dengan melihat tujuan dari pendidikan, peran lembaga pendidikan manjadi
sangat urgen untuk mencetak manusia-manusia yang bermutu dan berwawasan luas.
Negara membutuhkan orang-orang yang berwawasan luas untuk dijadikan figur-figur
publik supaya bisa berkompoten untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satu peran
lembaga pendidikan sebagai salah satu alternatif untuk membangun bangsa dan negara
ialah memupuk manusia dengan ajaran moral yang baik dan juga berpengetahuan yang
benar. Apabila lembaga pendidikan gagal menanamkan moral yang baik dan
pengetahuan yang benar, maka akan berpengaruh pada kemajuan negara. Adanya
ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok tertentu seperti radikalisme agama,
intoleransi dan praktik politik identitas agama diyakini merupakan kegagalan peran
dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan dari sebuah lembaga pendidikan

harus dibuktikan dengan melantangkan suara kebenaran.
4.2.4 Media Massa

Pers dan media massa memiliki peran yang sangat vital di dalam negara
demokrasi. Hal ini sejalan dengan tugasnya untuk membantu proses demokratisasi
dalam sebuah negara. Pers dan media massa dilihat sebagai pilar keempat setelah
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai penyaji informasi, pers dan media massa,
diharapkan menjaga netralitas, independensi, dan obyektivitas. Ketiga hal ini bertujuan
agar informasi yang diberikan benar-benar objektif dan proporsional. Dengan kata lain,
berita dan informasi yang disajikan oleh media, benar-benar terjadi dan harus
memenuhi rasa netralitas dan keadilan di dalam masyarakat. Media massa juga juga
memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat secara luas terutama dampak dan
bahaya politik identitas agama bagi keutuhan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi

amat penting untuk melindungi negara dari ancaman disintegrasi bangsa. Pemberitaan



yang benar dan edukatif dari media tentunya dapat meminimalisasi tindakan-tindakan
yang memecah-belah bangsa.

4.2 .5 Partai Politik

Partai politik mempunyai peran yang sangat penting di dalam negara yang
menganut paham demokrasi. Kemultipartaian yang ada di Indonesia merupakan bentuk
dari pengakuan akan keanekaragaman sebuah tatanan masyarakat moderen dan
berstruktur kompleks. Partai politik memiliki kemampuan dengan kapasitasnya
sebagai salah satu atribut dari sistem demokrasi yang memiliki peran untuk
menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang di mana negara Indonesia memiliki
struktur masyarakat yang sangat kompleks. Negara Indonesia memiliki struktur
masyarakat yang sangat kompleks, maka dengan begitu keberadaan partai politik
semakin urgen diperlukan sebagai aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat.
Aspirasi masyarakat diajukan kepada partai politik, kemudian aspirasi tersebut dibahas

di dalam program dan agenda partai politik tersebut.

Dalam konteks kehidupan bangsa dan negara Indonesia, ancaman serta bahaya
praktik politik identitas agama terhadap demokrasi Pancasila tidak bisa dielakan begitu
saja. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, praktik politik identitas yang
berbasis agama begitu kuat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan massa. Nilai
serta doktrin agama dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Hal inilah yang justru
merusak tatanan demokrasi Pancasila. Akhir-akhir ini elit-elit politik memanfaatkan
agama di dalam partai-partai politik mereka. Ada juga elit politik yang mendirikan
partai politiknya dengan melandaskan ideologi agama tertentu.

Untuk mengatasi persoalan seperti ini, peran partai politik sangatlah penting.
Bukan hanya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi lebih dari
itu partai politik juga mencegah terjadinya praktik politik identitas agama di Indonesia.
Partai politik menjadi lembaga independen yang berani menghilangkan praktik politik
identitas agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran partai politik yaitu

menganyomi seluruh perbedaan yang ada di dalam masyarakat, tanpa melihat identitas



agama yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan tujuan partai politik mengatasi adanya
praktik politik identitas yang berbasis agama.

4.2.6 Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada hakekatnya untuk membangun sebuah bangsa yang lebih demokratis
dapat dicapai melalui sebuah proses yang diawali dengan adanya kesadaran masyarakat
akan suatu cita-cita dan tujuan yang sama untuk membangun negara. Cita-cita tersebut
demi kepentingan bersama dan hanya dapat terealisasi apabila sekelompok orang
tersebut membentuk sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Organisasi-
organisasi itu lebih dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang
mempunyai peran sangat penting dalam upaya merajut demokrasi yang ideal.
Terkadang keberadaan LSM di tengah masyarakat dipandang sebelah mata karena
dianggap sebagai persekutuan eksklusif, tidak bekerja sesuai dengan porsinya. Bahkan
tidak jarang LSM menjadi bagian tersendiri yang terkadang dianggap
mengkhawatirkan dan berpotensi menjadi faktor instabilitas nasional dari keutuhan
sebuah bangsa. Sebagai contoh LSM dapat memicu munculnya sentimen kedaerahan

dan separatisme yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Dalam hal ini LSM semestinya dapat menjadi elemen penting untuk
memperteguh tegaknya supremasi hukum dan menjaga keutuhan Indonesia. Sudah
seharusnya sebuah Ormas dapat dipandang dan dijadikan sebagai mitra strategis dalam
menjalin tali kebhinnekaan yang telah lama ada. Oleh karena itu LSM yang banyak
memiliki anggota elit politik, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat serta
masyarakat yang berpartisipasi, mempunyai kewajiban untuk aktif mewujudkan
integrasi sosial menurut hukum, serta menjalin kerjasama yang berkesinambungan
antar masyarakat, kelompok etnis, agama, dan unsur-unsur masyarakat lainnya

menurut visi dan misi yang telah ditentukan.
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